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PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Bgi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam
sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah antara:
Firman bin Jusman Mustafa, tempat dan tanggal lahir Kalupapi, 11
Mei 2001, agama Islam, pekerjaan
NELAYAN, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Desa Monsongan, Kecamatan
Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut,
Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;
Waode Desi M.L Ziu binti Mustafa Laode Ziu, tempat dan tanggal
lahir PASIR PUTIH, 23 November 2003,
agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa
Monsongan Kecamatan Banggai Tengah
Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon
Il;
Selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il
disebut Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banggai pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara
Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 18 September 2019 antara Pemohon | dan
Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di
rumah orang tua Pemohon Il Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggali,
Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon | berstatus Jejaka/Bujang
dalam usia 18 kemudian Pemohon Il berstatus perawan/gadis dalam
usia 16 Tahun dan dinikahkan oleh PPN Desa Pasir Putih bernama
Husni Djukum dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon
I bernama Mustafa Laode Ziu dan dihadiri saksi nikah
masing-masing bernama Anton dan Irfan serta mas kawin berupa 1
gram cincin emas:

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun dan
bahagia serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
a. Moh Farel usia 4 tahun;

b. Desila Firzana usia 3 tahun;

4. Bahwa selama Pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun
merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama
pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon | dan Pemohon Il tetap
beragama Islam;

5. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sampai sekarang tidak mempunyai
Akta Nikah karena pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Tengah,
Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena waktu pernikahan
tersebut Pemohon belum cekup umur, sementara saat ini Pemohon |
dan Pemohon Il sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk
kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan
dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi
Pemohon | dan Pemohon Il untuk mengajukan Permohonan Isbat
Nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3

huruf (d) dan huruf (f), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu
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Pemohon | dan Pemohon Il mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Banggai Cq Hakim Tunggal agar memberikan penetapan tentang
sahnya pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon merupakan masyarakat kurang mampu secara
ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
nomor: 140/325/DM/X1/2024
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon | dan Pemohon I

mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal segera
memeriksa dan mengadili Permohonan ini dan untuk selanjutnya
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 18 September 2019 di Desa Pasir Putih,
Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207131105010001
atas nama Pemohon |, tanggal 14 September 2021 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten
Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK
7207026311030001atas nama Pemohon I, tanggal 14 September
2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupten Banggai Kepulauan. Bukti surat tersebut telah diperiksa
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dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7211071309210004 tanggal 20 Mei
2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, Bukti surat
tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian,
diberi kode (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 140/325/DM/X1/2024
tanggal 10 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa
Monsongan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Mustafa Laode Ziu bin Laode Ziu, tempat dan tanggal lahir Umbele, 10
Februari 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan,
tempat kediaman di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten
Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan
para Pemohon, saksi adalah ayah Pemohon I;

- Bahwa, saksi hadir di pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Desa Pasir
Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada 18
September 2019;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il Pemohon Il bernama Mustafa Laode Ziu;

- Bahwa yang menikahkan adalah PPN Desa Pasir Putih;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Anton dan Irfan;
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- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
1 gram cincin emas;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon
Il berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk
kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan
dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

2. Irpan Mustafa Laode bin Mustafa Laode Ziu, tempat dan tanggal lahir
Pasir Putih, 01 Februari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Simpong, Kecamatan
Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan
para Pemohon, saksi adalah Kakak Pemohon II;

- Bahwa, saksi hadir di pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah di Desa Pasir
Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut pada 18
September 2019;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung
Pemohon Il Pemohon Il bernama Mustafa Laode Ziu;

- Bahwa yang menikahkan adalah PPN Desa Pasir Putih;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Anton dan Irfan;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il berupa
1 gram cincin emas;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon
Il berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;
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- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk
kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan
dokumen-dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi
dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut, pada 18 September 2019, dengan wali nikah ayah
kandung Pemohon Il Pemohon Il bernama Mustafa Laode Ziu, dengan
maskawin berupa 1 gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi
masing-masing bernama Anton dan Irfan, namun Pemohon | dengan
Pemohon 1l tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan
tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon | dengan Pemohon I
sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum serta
kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1
sampai P.4, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas,
bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai
akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal
1870 KUH Perdata jis Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk
Pemohon | dan Pemohon II), terbukti Pemohon | dan Pemohon Il berhak
mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama Banggai dan
Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Pemohon |
dan Pemohon Il) terbukti Para Pemohon telah tinggal bersama namun tertera
perkawinan belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Tidak Mampu)
terbukti Para Pemohon tergolong tidak mampu sehingga berperkara secara
Cuma-Cuma/Prodeo;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan
saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang
memberikan  keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang
disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka
sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam
duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan
tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka
hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah
untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon I
pada 18 September 2019 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai,
Kabupaten Banggai Laut, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I
Pemohon Il bernama Mustafa Laode Ziu, dengan maskawin berupa 1
gram cincin emas, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing

bernama Anton dan Irfan;
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— Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus bujang dan Pemohon I
berstatus gadis;

— Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

— Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian
hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen
kependudukan lainnya.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di
atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya
perkawinan,  Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila
pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya
perkawinan menurut syari'at Islam (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan
adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b)
Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) ljab dan Qabul” dan
dalam hal perkara ini , rukun nikah telah terpenuhi, begitupun syarat-syarat
yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab,
pertalian sesusuan, Pemohon Il bukan seorang wanita yang berada dalam
masa iddah, Pemohon Il bukan istri laki-laki lain dan sebagainya serta
selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak
pernah keluar dari agama Islam, dan itsbat nikah bukan dalam rangka
poligami terselubung;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab
Panatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih

menjadi pendapat hakim, berbunyi:
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Artinya: “Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan
harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti
wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil”;

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

dpa g jll il g el ey e A Lol g 134

Artinya :“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya
yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas
pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan
sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka
sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal
36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon | dan
Pemohon Il diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai
pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman
Pemohon | dan Pemohon II;

Biaya perkara
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya

Perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 273 RBg Jo. Perma Nomor

1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat

tidak mampu, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan

Agama Banggai Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan
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MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Firman Bin Jusman
Mustafa) dengan Pemohon Il (Waode Desi M.L. Ziu Binti Mustafa
Laode Ziu) yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2019 di
Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3
Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446
Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai hakim
tunggal pada Pengadilan Agama Banggai, penetapan mana diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut
dan didampingi oleh Maswati Masruni, S.H. sebagai Panitera, dengan

dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.
Panitera,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya :
NIHIL
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